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BUPATI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[.'_CI

BUPATI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk  memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3831},

5. Undang ...




10.

1

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banvuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090,

15. Peraturan . . .
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5.

16.

17.

18.

19.

21.

2l

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4575);

 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576];

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Inswansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4614};

25. Peraturan . . .
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Menetapkan

26.

28.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kabupaten Banvuasin Nomor 12
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2012 Nomer 35, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 015);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan
dalam Kabupaten Banvuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20};

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuasin (Lembaran [daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan Daerah Rp. 1.847.113.572.493,56
Belanja Daerah Rp. 1.897.387.440.835,56

Surplus/Defisit Rp. (50.273.868.342,00)

c. Pembiayaan ...
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c. Pembiavaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 55.273.868.342,00
2. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 50.273.868.342,00

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp.0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dani

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 107.759.158.994,00;
b. Dana Perimbangan Rp. 1.424.103.848.000,00;

¢. Lain-lain Pendapatan [Daerah yang sah sejumlah
Rp. 315.250.565.499,506.

S (2] Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.55.729.916.000,00;
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.7.860.054.000,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah wvang Dipisahkan
REp.3.700.000.000,00;

d. Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah sejumlah
Rp.40.469.188.994,00.

(3} Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdini dari jenis pendapatan ;

a. Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah
Rp.196.534.439.000,00;

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.931.957.553.000,00;
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.295.611.856.000,00.

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah vang sah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢, terdiri dari jenis pendapatan :
A, Dana Bagi Hasil Pajal: sejumlah Rp.77.744.644.499,56;

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.237.505.921.000,00;

¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp.0,00.

Pasal 3 ...
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Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

b.

Rp.1.039.894.717.237,39;
Belanja Langsung sejumlah Rp.857.492.723.598,17.

(2] Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dar jenis belanja :

d,

b.

c.

i

Belanja Pegawai sejumlah Rp.673.673.042.250,00;
Belanja Hibah sejumlah Rp.28.463.020.000,00;

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 73.000.000,00;
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 204.904,131.046,89;
Belanja Tidak Terduga scjumlah Rp. 42.781 .523.940,50.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis belanja :

2.

b.

G

Belanja Pegawai sejumlah Rp.47.035.030.520,00;
Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.489.322.547 .403,36;
Belanja Modal sejumlah Rp.321.135.145.674.81.

Pasal 4

(1) Pembiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
terdiri dari :

=

[+ 8

Penerimaan sejumlah Rp. 55.273.868.342,00;

Pengeluaran sejumiah Rp.5.000.000.000,00.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

A,

b

Sjsa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 55.273.868.342,00;

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. O,

(3} Pengeluaran . . .

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dar jenis pembiayaan ¢

.

b

Penyertaan Modal (Investasi] Pemerintah Daerah sejurmlah
Rp.5.000.000.000,00;

Pembayaran Hutang Kepada Penyedia Barang dan Jasa
Rp.0,00.

Pasal 5 ...
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri darni :

3J
L e

2

i

6.

10.

i

1

L.

2

lL.ampiran 1 Ringkasan APBD;

Lampiran [I  Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Lampiran [II Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayvaan; |

Lampiran IV  Rekapitulasi  Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan,

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-
Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

LampiranVIIl Daftar Penyertaan Modal (Invertasi) Daerah;
Lampiran [X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Asset Tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Asset Lain-lain;

Lampiran X1 Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran

ini;

. Lampiran X1l Daftar Dana Cadangan;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Fasal & ...
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal landasan operasional

pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin,
Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 28 Desember 2016
WAKIL BUPATI SELAKU

KSANA TUGAS
ATI BANYUASIN, //L
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DHundangkan di Pangkalan Balg_i-
Pada tanggal 28 Desember 2016
- SBTARIS D

' ”KABUPATEN BANYUASIN,
T ..-""f‘ 1"| -.I"';

=

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 20

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 13/BA/2016




Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor i 20 Tahun 2016
Tanggal : 28 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
RINGKASAN APBD

TAHUN ANGEARAN 2017

! URAIAN JUMLAH
1 ¥, 3
1 PENDAPATAN 1.B47.113.572 493,56
L 85 | PENDAPATAN ASLI DAERAH 107.7559.158.5%4,00
| R ek Pendapatan Pajak Daerah i 55.729,916.000,00
Lokl Hasil Retribusi Daerah 7.860.054.000,00
Lodiod Hasil Pengelolaan Kekayaan Dasrah yang Dipisahikan 3,700,000.000,00
£ B Lain-lain Pendapatan Asfi Daerah yang Sah 40.469.188,994,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1,424, 103848 000,00
( EREh o Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 196.534.439, 000,00
¥idad Diana Abokasi Urmnum 931.957.553.000,00
| U Dana Aokasi Khusus 295.611.856.000,00
143 | LAIN-LATN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 215,250,565 459,56
To3..3 | Dara Bagi Hasil Pajak dani Brovinst dan Pemerintah Dacrals Lainina 47.794.644.490 56
.34 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 237.505,921.000,040
1,3.5 Bantuan Keuangan dari Provinst atau Pemerintab Daerab Lainmyd L, 00
2 BELANIA 1.897.387.440 835,56 |
&l BELANIA TIDAK LANGSUNG { 1,035,894, 717 237,39
21,1 Betanja Pegawai | (;?3.6?3.042.25[2-,[]3"-
214 Belanja Hibah 28,463.020,000,00
P Betanja Bantuan Sosial F3.000.000, 00
) o Bedanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupsten/Kota dan Pemerintaban Desa/Partai 294,504.131.046,85
| Flitike

[" 2.1.8 Belanga Tidek Tordogs A2 FA1.523,.540,50
a3 | BELAMIA LANGSUNG B57.492. 733,598 17
Py | delania Pegawa 47.035.030.520,00
2.2.2 Befania Barang dan lasa 489,322,547 403,36
Lo Belanjz Modal 331.135.145.674.81
| SURPLUS / (DEFISIT) (50.273.868.392,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH
i | PEMERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 55,2731 868 342,00
3T Sisa Lebih Pernitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebeisnmma S5.273.868 342 00
32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5, 000.000.000,00
42 Pervertaan Modal (Investasi) Pemerintah Dasrah 50040, 000000, 00
PEMBIAYAAN NETTO 50.273.868.342,00
SISA LEBEIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAN 0,00

PANGKALAN BALAL, 28 December 2016
~ WAKIL BUPATI SELAKU

Mﬁﬁi BUPATI BANYUASIN
s *. ;
:-' .1"";‘;.“
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